BUPATI JEMBER

Menimbang

Mengingat

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 37 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Kabupaten Jembe agar dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten
periode 1 (satu) tahun dapat berjalan berkesinambungan searah dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember, perlu
diatur dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Jember
Tahun 2010;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3988)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara  yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 209 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
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diubah ketiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4599);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi dan
Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Oprasional
Pimpinan DPRD serta tata cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi
Insentif dan Dana Operasional;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember Tahun 2005 —
2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 Nomor 5);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jember
(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 Nomor 6)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Jember Nomor 19 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember
Tahun 2006 Nomor 19);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2006
Nomor 3);

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Jember;

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Kabupaten Jember;

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 (Lembaran Daerah
kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 16);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok — Pokok
Pengelolaan Keuangan Kabupaten Jember (Lembaran Daerah
Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2010.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat Kabupaten
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.

3. Bupati adalah Bupati Jember.

4. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam
penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari



Sekretariat Kabupaten, Sekretariat DPRD, Dinas Kabupaten,
Lembaga Teknis, Kecamatan dan Kelurahan.

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Kabupaten Jember.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.

7. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Jember.

9. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK
adalah perangkat kabupaten selaku pengguna anggaran / barang.
10. Rencana Tahunan Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) adalah dokumen

Perencanaan Kabupaten Jember Tahun 2010.

o

Pasal 2

RKPK Tahun 2010 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Jember dalam jangka waktu 1 (satu) tahun mulai tanggal
1 Januari 2010 dan berakhir tanggal 31 Desember 2010.

Pasal 3

RKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran
dari Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Jember Tahun 2005 — 2010, berisi program prioritas yang
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten dengan dukungan
pembiayaan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi maupun diperoleh
dari partisipasi masyarakat.

Pasal 4

(1) Susunan dan sistematika RKPK sebagai berikut :

BAB | : Pendahuluan

BAB Il : Visi dan Misi Bupati Jember

BAB Ill : Prioritas dan Kebijakan Pembangunan Kabupaten
Jember

BAB IV : Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah
BAB V : Program Pembangunan
BAB VI : Penutup

(2) Uraian dan rincian RKPK Jember sebagaimana dimuat dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.

Pasal 5

RKPK Jember Tahun 2010 merupakan pedoman :
a. bagi SKPK dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Kabupaten (Renja SKPK).



b. untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) Tahun 2010.

Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember mempunyai
tugas menelaah kesesuaian Renja SKPK dengan RKPK Tahun 2010.

Pasal 7

Dalam rangka menyusun RAPBD Kabupaten Jember Tahun 2010

bahwa :

a. Pemerintah Kabupaten menggunakan RKPK Tahun 2010 sebagai
bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di
DPRD;

b. SKPK menggunakan RKPD Tahun 2010 dalam melakukan
pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPK dengan
DPRD.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Jember.

Ditetapkan di  Jember
pada tanggal 10 Agustus 2009

BUPATI JEMBER,

ttd

MZA DJALAL
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